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BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

OANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PAJAK HIBURAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :a.

Mengingat :

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh
Merdeka (Memorandum of Understanding Between The
Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh
Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan
konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan
dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad
untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses
yang demokratis, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak
Hiburan merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota,
bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud dari
peran serta masyarakat untuk mendukung kemandirian
daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Oanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pajak
Hiburan, |

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179):

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PAJAK
HIBURAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah

bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum
yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang
dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh
Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat
Kabupaten.



4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala
Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis
yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya,
Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi
Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.

5.

6.

. Pajak Kabupaten adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang7.
terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

. Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas8.
penyelenggaraan hiburan.

. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian,9.
dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh
setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pungutan
fasilitas untuk berolah raga.
Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri atau
untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat
SPTPK adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang ke
Kas Umum Daerah Kabupaten atau ketempat lain yang telah
ditetapkan oleh Bupati.
Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPKKB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditentukan.
Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPKLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar
dari Pajak yang terhutang atau seharusnya terhutang.
Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPKN adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan jumlah
pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak
tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.



17. Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STPK
adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi
administratif berupa denda.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Pajak yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan
Hiburan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut
bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tontonan film:
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana,
Cc. pameran,
d. sirkus, akrobat, dan sulap:
e. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan:
f. refleksi, panti pijat, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness

center), dan
g. pertandingan olahraga.

(3) Tidak termasuk objek Pajak adalah penyelenggaraan Hiburan yang tidak
dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka
pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati
Hiburan.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang

seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.



(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan
kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 6

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 206 (dua puluh persen).
(2) Untuk pertunjukan Hiburan berupa pagelaran busana, panti pijat,

mandi uap/spa dan permainan ketangkasan, tarif Pajak ditetapkan
sebesar 3075 (tiga puluh persen).

(3 Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional berupa pagelaran
kesenian, musik dan tari, tarif Pajak ditetapkan sebesar 1076 (sepuluh
persen).

Pasal 7
Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Pajak yang terutang dilakukan di wilayah tempat hiburan
diselenggarakan.

BAB V
PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Wajib Pajak membayar Pajak dengan menggunakan SPTPK, SKPKKB

dan/atau SKPKKBT.
(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

secara lunas di Kas Umum Daerah Kabupaten atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Dalam jangka waktu5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak,
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPKKB, dalam hal :

l)jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
Pajak terutang tidak atau kurang bayar,

2)jika SPTPK tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran,

3)jika kewajiban mengisi SPTPK tidak dipenuhi, Pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

Ss



b. SKPKKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
tidak terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak
yang terutang, atau

c. SKPKN, jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak yang tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak. :

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar 246 (dua persen) sebulan dihitung
dari Pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
Pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100Xx (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak
tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 254 (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak
ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 24 (dua persen)
sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya Pajak.

Pasal 11

(1 Pajak yang terutang berdasarkan SKPKKB, SKPKKBT,STPK, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|

Pasal 12

(1) Bupati dapat menerbitkan STPK jika :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar:
b.dari hasil penelitian SPTPK terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa denda sebesar 24 (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VI
KEDALUWARSA

Pasal 13

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.



(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau
b.ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Pasal 14
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak

yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
|

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 16

(1) PPNS melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
|

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas,

b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah,

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah:



d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan

—

daerah,
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e,

h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah,

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi,

j. menghentikan penyidikan, dan/atau |

k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 246 (dua
persen) setiap bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STPK.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPK atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) sehingga merugikan keuangan Kabupaten dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengembalikan SPTPK atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) sehingga merugikan keuangan Kabupaten dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan Kabupaten.

(4) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak5



atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanunini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 29 Februari 2016M

Jumadil awal 1437 H
BUPATI ACEH JAYA,

TKI —
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 Februari 2016M

20 Jumadil Awal 1437 H
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH JAYA,

” anT. IRFAN TB

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG GANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (1/5/2016)
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PENJELASAN
ATAS

OANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR £ TAHUN 2016

TENTANG
PAJAK HIBURAN

I.KETENTUAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab,
pembiayaan Pemerintah dan pembangunan Daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah
perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian
pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan
perekonomian Kabupaten diperlukan penyediaan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai, maka Pajak Hiburan
adalah merupakan salah satu upaya untuk peningkatan penyediaan
pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten,
antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan,
penyempurnaan dan penambahan jenis Pajak, sebagaimana ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, serta diberikan kekeluasaan bagi Kabupaten untuk
menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari Sektor PajakDaerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasai 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
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Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
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